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ABSTRAK 

 

Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hak bagi kesatuan 

masyarakat hukum adat untuk dapat memiliki wewenang dalam penguasaan, 

pengelolaan, dan pemanfaatan, serta pemeliharaan terhadap kelestarian wilayah 

adatnya. Penetapan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan melalui 

2 (dua) tahapan yaitu penetapan masyarakat hukum adat dan penatausahaan tanah 

ulayat, penetapan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 

NRI 1945 bersifat deklaratif. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti apakah 

penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah ini bersifat 

deklaratif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan persyaratan 

dan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk 

dapat diakui keberadaannya dan menganalisis bagaimana pengaturan 

penatausahaan tanah ulayat untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas 

tanahnya, 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberadaan 

masyarakat hukum adat melalui tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi 

kemudian penetapan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah 

cenderung bersifat konstitutif, sedangkan penatausahaan tanah ulayat kesatuan 

masyarakat hukum adat merupakan bagian dari pendaftaran tanah sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997. Penetapan 

hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan kewenangan kepala kantor 

pertanahan setempat, proses yang tidak berkesinambungan dalam penetapan hak 

ulayat kesatuan masyarakat hukum adat akan memberi dampak pada ketidakpastian 

hukum mengenai eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, serta 

perlindungan hukum terhadap hak-haknya. 

 
 

Kata kunci : Penetapan Hak, Hak Ulayat, PenatausahaanTanah Ulayat 
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ABSTRACT 

 

The customary rights of customary law community unit is the right for 

customary law community unit to be able to have authority in the control, 

management, and utilization, and maintenance of the preservation of their 

customary territories. The determination of the customary community's customary 

community rights is carried out through 2 (two) stages, namely the determination 

of the customary community and the administration of customary land, the 

determination of the customary community community based on Article 18 B 

paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is declarative 

in nature. This becomes interesting to examine whether the determination of 

indigenous and tribal peoples through the Decree of the Regional Head is 

declarative in nature. Therefore, this study was conducted to explain the 

requirements and stages of what is done by indigenous peoples to be recognized 

and to analyze how the management of customary land management to ensure legal 

certainty of their land rights. 

The research method used is normative legal research . The approach taken 

is the legislative approach. 

The results of this study indicate that the recognition of the existence of 

indigenous and tribal peoples through the stages of identification, verification and 

validation then the determination of indigenous and tribal peoples through the 

Decree of the Regional Head tends to be constitutive, while the administration of 

customary communal land is part of the registration of customary communities as 

part of land registration as regulated in Article 19 paragraph (2) letter a PP Number 

24 of 1997. Determination of customary community's customary rights is the 

authority of the head of the local land office, an unsustainable process in 

establishing customary community customary community rights will have an 

impact on legal uncertainty regarding the existence of indigenous peoples as 

subjects rights, and legal protection of their rights. 

 
 

Keywords : Determination of Rights, Customary Rights, Customary Land 

Administration 
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